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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Gadai Sertifikat Tanah di PT Pegadaian”.
Latar belakang. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum
normatif yang didukung dengan data empiris. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu
untuk mengetahui bagaimanakah legalitas sertifikat tanah dapat dijaminkan dengan
hak gadai serta untuk mengetahui apakah sertifikat tanah dalam jaminan di PT
Pegadaian sama dengan objek dari Hak Tanggungan. Legalitas gadai sertifikat tanah
di PT Pegadaian sejalan dengan amanat Pasal 7 huruf a dan b dan Pasal 8 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum
(PERUM), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52 /SEOJK.05/2017.
Namun gadai sertifikat tanah di PT Pegadaian belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur, baik pada level Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
hingga petunjuk teknis serta objek gadai di PT Pegadaian tidak sama dengan objek
jaminan hak tanggungan, karena pemberian hak gadai tidak harus dengan akta
notaris, namun untuk mendapatkan sertifikat hak tanggungan harus menggunakan
akta notaris. Pemerintah sebaiknya segera mengatur mengenai gadai sertifikat tanah
di PT Pegadaian didalam peraturan perundang-undangan sampai pada petunjuk teknis
mengenai tata cara gadai sertifikat tanah di PT Pegadaian sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Gadai Sertifikat Tanah, PT Pegadaian, Hak Tanggungan
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Pembimbing Utama, P antu

Ve
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001 NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Xii



BAB |
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Didalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antar manusia tidak dapat
dipisahkan satu sama lain sebagai kodratnya untuk selalu hidup bersama. Istilah
Zoon Politicon yang dikemukakan Aristoteles ratusan tahun lalu tentu masih bisa
menggambarkan bagaimana tiap individu saat ini saling berinteraksi satu sama
lain di berbagai sektor kehidupan, salah satunya yakni mengenai perjanjian
hutang piutang, yang dilakukan baik kepada orang perorangan, kelompok,
maupun melalui lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional
akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-
meminjam uang pada saat ini’.

Pengaturan didalam hukum positif Indonesia mengenai perjanjian utang
piutang diartikan sebagai kegiatan pinjam meminjam uang, yang secara umum,
sebagaimana diatur didalam Pasal 1721 KUH Perdata mengenai pinjam
meminjam yakni:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan

habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan

mengemballikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama
pula”

M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2012, him. 1.



Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa kegiatan pinjam meminjam uang
merupakan salah satu bentuk perjanjian, yang syarat sahnya harus mengacu pada
ketentuan yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata.

Didalam perkembangannya, kegiatan pinjam meminjam uang Yyang
dilakukan oleh masyarakat sering diiringi dengan pemberian jaminan atas hutang
tersebut, tidak lain sebagai upaya proteksi kepada kreditur apabila debitur tidak
dapat memenuhi kewajibannya. Didalam KUH Perdata sendiri telah mengatur
mengenai jaminan secara umum sebagaimana diatur didalam Pasal 1131 KUH
Perdata. Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan?. Pada
umumnya, penggolongan lembaga jaminan dibagi menjadi jaminan kebendaan
dan jaminan perorangan® yang diatur didalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata.
Jaminan kebendaan dalam praktik perbankan terdiri atas beberapa macam, yakni
gadai, hipotek, Hak Tanggungan, dan fidusia®.

Salah satu bentuk jaminan yang paling sering dijumpai didalam masyarakat
adalah Gadai. Ketentuan yang mengatur mengenai gadai didalam hukum positif
di Indonesia secara umum mengacu pada pengaturan didalam Buku 111 Bab ke-20
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, yang merumuskan pengertian
gadai yakni:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau

2Etty Mulyati, Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam
Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, him. 113.

3Ibid, him. 116.

“1bid, him.117.



orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si
berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan
untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya
mana harus didahulukan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1150 KUH Perdata tersebut, gadai merupakan
perjanjian riil, yakni suatu perjanjian disamping terdapat kata sepakat, juga harus
diikuti oleh suatu perbuatan nyata, yang dalam hal ini adalah penyerahan
kekuasaan atas barang yang ingin digadaikan. Gadai dianggap lahir ketika ada
penyerahan kekuasaan (bezit) atas barang yang dijadikan jaminan itu kepada
pandnemer atau penerima gadai. Penyerahan kekuasaan ini oleh undang-undang
dianggap sebagai syarat mutlak untuk lahirnya gadai®.

Barang yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang
berwujud maupun tidak berwujud. Yang dimaksud dengan benda bergerak
adalah benda yang memiliki sifat tidak dapat tergabung dengan tanah atau
dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan ® . Namun, didalam
perkembangannya pengklasifikasian tersebut meluas menjadi benda bergerak
baik berwujud maupun tidak berwujud. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat
dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu’. Oleh karena itu,

dalam hal penggolongan jenis jaminan perlu untuk dipertegas berdasarkan

golongan jenis bendanya.

5 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan
Institusionalisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, him. 131.

®Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan
dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta,
1980, him. 25.

7], Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
him. 100.



Didalam perkembangannya, pelaksanaan gadai di Indonesia mulai
diakomodir pemerintah dengan membentuk suatu lembaga pembiayaan non bank
dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pegadaian. Pendirian
lembaga pegadaian telah ada sebelum Indonesia merdeka, yang diperkenalkan di
Indonesia pada sekitar abab XIX sejak Gubernur Jendral VOC Van Imhoff
mendirikan bank Van Leening, bank tersebut memberi jasa pinjaman dana
dengan syarat penyerahan benda bergerak®. Kemudian pada zaman Raffles
memerintah Indonesia, masalah pegadaian ini diserahkan sepenuhnya kepada
perusahaan-perusahaan swasta untuk menjalankannya ° . Seiring dengan
perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai
sebagai perusahaan jawatan (Perjan) (1901), perusahaan IBW (1928), perusahaan
negara (1960), kembali ke Perjan di tahun 1969, Perusahaan Umum (PERUM)
pada tahun 1990%°, dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
51 Tahun 2011, PERUM Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.

Prosedur pelaksanaan di Pegadaian tidak serumit peminjaman melalui
lembaga perbankan lainnya. Pelaksanaan melalui Pegadaian jauh lebih
sederhana, mudah, cepat, dan tidak dikenakan biaya. Yang dipentingkan adalah
setiap peminjaman (uang) haruslah disertai dengan jaminan kebendaan bergerak
milik debitur atau seseorang lain!. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan PT

Pegadaian itu sendiri yang menyasar masyarakat golongan ekonomi lemah, untuk

8Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, him. 69.

®Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, him. 135.

OAbdul Ghofur Anshori, Op. Cit, him. 69.

11Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 128.



menghindari masyarakat dari praktik-praktik riba, gadai gelap, ataupun pelepas
utang sehingga masyarakat tersebut dapat mengembangkan usaha maupun
kebutuhannya tanpa merasa terbebani, sejalan dengan tujuan didirikan PT
Pegadaian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana termaktub didalam poin
menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011.
Alasan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat tingginya minat
masyarakat untuk melakukan kredit melalui PT Pegadaian.

PT Pegadaian terus melakukan inovasi variasi produk, salah satu yang
tengah dilakukan yakni produk gadai sertifikat tanah. Hal tersebut tidak lepas
dari gencarnya pemerintah dalam melakukakan program sertifikasi tanah milik.
Direktur Produk PT Pegadaian Harianto Widodo menyatakan bahwa program
gadai menggunakan agunan sertifikat tanah ini memang difokuskan menyasar
lahan pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya guna mempermudah akses para
petani dalam mendapatkan modal kerja'?. Pegadaian ingin adanya pengecualian
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), nantinya lahan tanah bisa Surat
Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), bukan APHT*3, Namun
yang harus diingat bahwa, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011

telah menegaskan bahwa bidang usaha yang dilakukan oleh PT Pegadaian adalah

2 sanny Cicilia, Pegadaian Siapkan Produk Gadai Sertifikat Tanah, diakses dari
http://keuangan.kontan.co.id/news/pegadaian-siapkan-produk-gadai-sertifikat-tanah pada tanggal 29
Januari 2018 Pukul 15:45

B3Achmad Dwi Afriyadi, Pegadaian Siapkan Permodalan dari Gadai Sertifikat Tanah, diakses
dari http://bisnis.liputan6.com/read/3170688/pegadaian-siapkan-permodalan-dari-gadai-sertifikat-tanah
Pada Tanggal 29 Januari 2018 Pukul 10:47



http://keuangan.kontan.co.id/news/pegadaian-siapkan-produk-gadai-sertifikat-tanah
http://bisnis.liputan6.com/read/3170688/pegadaian-siapkan-permodalan-dari-gadai-sertifikat-tanah

usaha dibidang gadai dan fidusia dengan objek benda bergerak berwujud maupun
tidak berwujud. Hal tersebut dipertegas pula melalui Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian. Kegiatan usaha
perusahaan pegadaian meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan
berdasarkan hukum gadai, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan
berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga dan/atau jasa
taksiran. Tentu saja adanya inovasi produk dari Pegadaian ini membutuhkan
analisis hukum yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum
didalam masyarakat.

Dalam kenyataannya, objek sertifikat tanah adalah objek jaminan Hak
Tanggungan. Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan,
penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak yang akan
sangat menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit mana yang dapat
dipasang untuk kredit yang akan diberikan®*,

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah menegaskan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan

143ri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, him. 49.



kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur
lain.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, Undang-Undang mengenai Hak
Tanggungan menentukan bahwa Hak Tanggungan merupakan satu-satunya
lembaga jaminan atas tanah. Mengingat judul dari Undang-Undang Hak
Tanggungan itu sendiri mencakup pula benda-benda lain yang berkaitan dengan
tanah, maka Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas
tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah®.

Berdasarkan uraian mengenai PT Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan
yang melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia yang akan menciptakan
produk gadai sertifikat tanah, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini

dengan judul “Analisis Yuridis Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tentang Analisis Yuridis Gadai Sertifikat Tanah
di Pegadaian, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah legalitas sertifikat tanah dapat dijaminkan dengan hak
gadai?
2. Apakah sertifikat tanah dalam jaminan di PT Pegadaian sama dengan objek

dari Hak Tanggungan?

5Tri Kurniawan Ahinea, Kajian Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Dalam
Perjanjian Hak Tangguhan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol 4, Edisi 2, 2016, him. 2.



Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah legalitas sertifikat tanah dapat
dijaminkan dengan hak gadai

Untuk mengetahui apakah sertifikat tanah dalam jaminan di PT Pegadaian

sama dengan objek dari Hak Tanggungan

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan yang berfokus pada
aspek tentang gadai sertifikat tanah yang akan dilakukan di Pegadaian.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan yang berarti
bagi mahasiswa Fakultas Hukum, terutama dibidang studi hukum perdata,
dan juga pada masyarakat luas terkait dengan bagaimana pengajuan gadai

sertifikat tanah di Pegadaian.

Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian



Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih®,
Berdasarkan ketetuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah
“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal'’.

Menurut Munir Fuady, perjanjian merupakan suatu perangkat kaidah
hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau
lebih untuk yang satu mengikatkan dirinya kepada orang lain, atau di antara
keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau
kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu.

a. Subjek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang
terikat dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan
yang tersangkut pada perjanjian yaitu:

1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.

2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak

daripadanya.

18Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2011, him. 18.
1"M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, him. 6.



3) Pihak ketiga®®,
b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri;

2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;

3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal®.
c. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

1) Asas kebebasan berkontrak.

2) Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur.

3) Asas Pacta Sunt Servanda.

4) Asas konsensual dari suatu perjanjian.

5) Asas obligatoir dari suatu perjanjian.

6) Asas keterikatan kepada perjanjian yang sama dengan keterikatan

kepada undang-undang?.

2. Teori Kredit

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit.
Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada
anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan

kredit oleh debitur??.

8Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, him. 22.

Blbid, him. 23.

2Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, him. 181.
2IM. Bahsan, Op. Cit, him. 70.



Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan menetapkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Mengenai objek jaminan kredit terdiri dari beberapa penggolongan.
Barang bergerak yang berupa barang berwujud misalnya barang perhiasan,
surat berharga, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Barang tidak bergerak
dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan (melekat) dengan
tanah dan sebagainya. Barang tidak berwujud dapat berupa tagihan, piutang
dan lain sebagainya?.

Kejelasan jenis objek jaminan kredit antara lain diperlukan pula untuk
kemungkinan dilakukannya pengikatan sesuai dengan lembaga jaminan
yang berlaku®.

3. Teori Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau

cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi

perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan

22M Bahsan, Op.Cit him.108.
Z1bid, him. 109.



benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman
atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya?*,

Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu
tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga
kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan?®.

Menurut Hartono Hadisaputro, jaminan adalah sesuatu yang diberikan
debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajiban yag dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu
perikatan?®.

Menurut Rachmadi Usman, jaminan adalah suatu tanggungan yang
dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang
diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan
perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu
diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas
pinjaminan atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur
sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut?’.

Menurut Munir Fuady, jaminan utang adalah pemberian keyakinan
kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-
utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang), yang

terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit dari suatu perjanjian yang

24Rachmadi Usman, Op. Cit, him. 66.
Bbid, him. 69.

21bid.

2’Rachmadi Usman, Op.Cit, him. 69.



bersifat assesoir (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya berupa
perjanjian menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan kebendaan
maupun jaminan perorangan dimana jika jaminan kebendaan, dilakukan
dengan atau tanpa penyerahan kekuasaan dan menikmati hasil dari barang
objek jaminan tersebut, yang umumnya memberikan hak untuk dibayarkan
utang terlebih dahulu kepada kreditur, dengan beberapa pengecualian,
dimana pembayaran utangnya diambil dari hasil penjualan barang-barang
jaminan utang tersebut?,

Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan adalah sarana perlindungan bagi
keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau
pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur?®.

Selanjutnya, didalam Seminar Badan Pembinan Hukum Nasional yang
diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1977
dikemukakan pengertian jaminan ialah menjamin dipenuhinya kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum?°.

Jaminan kebendaan dalam praktiknya terdiri dari gadai, hipotek, Hak
Tanggungan, dan fidusia.

a. Gadai
Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk

mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur

ZMunir Fuady, Op. Cit, hlm. 53.

2Etty Mulyati, Op. Cit, him. 113.

%0galim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, him 22.



oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH
Perdata®!,

Pasal 1150 KUH Perdata merumuskan pengertian gadai yakni suatu
suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas
namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk
mengambil pelunasan dari barang tesebut secara didahulukan daripada
orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya,
setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

b. Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
merumuskan, jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat
digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak
Tanggungan.

c. Hipotek

Hipotek diatur didalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178
KUHPerdata yang merupakan jaminan benda tidak bergerak yang dibuat
dengan akta hipotek 2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, hipotek hanya berlaku untuk

3IM. Bahsan, Op. Cit, him.12.
32Etty Mulyati, Op. Cit, him. 117.



objek jaminan berupa kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya
berbobot dua puluh meter kubik dan terdaftar sebagaimana diatur dalam
Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUHDagang, serta juga berlaku untuk
objek jaminan berupa pesawat terbang®3.
d. Hak Tanggungan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan
Tanah merumuskan pengertian Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap

kreditur-kreditur lain.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini dititikberatkan pada aspek

yuridis gadai sertifikat tanah, sinkronisasi hukum pelaksanaan gadai sertifikat

tanah di PT Pegadaian dengan hukum positif di Indonesia, dan prosedur

pendaftaran gadai sertifikat tanah di PT Pegadaian.

G.

Metode Penelitian

3Etty Mulyati, Op. Cit, him. 118.



1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif
didukung dengan penelitian hukum empiris (applied normative law) yakni
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum
normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat®*. Dalam hal penelitian
hukum normatif, penulis akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.
Sedangkan dalam penelitian hukum empiris penulis akan melakukan penelitian
dilapangan dengan melakukan wawancara.
2. Metode Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam
penelitian ini meliputi:
a. Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum vyang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis
maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis®.

b. Pendekatan Konseptual

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
him. 134.

%Dyah Onchtorina Susanti dan A’an Efendi , Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar
Grafika, Jakarta, 2015,him. 110.



Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena
memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang
dihadapi®®. Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan
mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum®’.

c. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum

Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk
mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang
berlaku dalam masyarakat®8,

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini akan dilakukan di PT Pegadaian (Persero)
Kantor Wilayah Il Palembang, Jalan Merdeka Nomor 11, Kota Palembang,
Sumatera Selatan. Selain itu, dalam penelitian ini, data yang diperoleh juga
melalui studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya dan
perpustakaan lainnya.
4.  Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan
yakni dengan :

a. Studi Kepustakaan

3bid, him. 115.
87peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, him. 137.
38Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,Jakarta, 2010, him. 30.



Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan ‘“content

analysis” %

. Pengumpulan data terkait dengan topik permasalahan ini
nantinya akan didapat melalui buku-buku yang berhubungan dengan
hukum jaminan, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya
yang didapat baik dari media cetak maupun media elektronik.
b. Studi Lapangan

Didalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui studi
lapangan dilakukan melalui metode pengambilan sampel purposive
sampling, yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat
tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri
atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya®°. Metode
pengumpulan data tersebut dilakukan melalui wawancara, yakni situasi
peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian
kepada seorang responden®!,

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tanya jawab dengan

pihak yang berkompeten di PT Pegadaian Kanwil 111 Palembang.

5. Jenis dan Sumber Data

39S0erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul- Press, Jakarta,2007, him 21.

40Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014, him. 106.

4bid, him. 82.



Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan dua
jenis data yaitu :
a. Data Sekunder
Data sekunder yakni data-data yang mencakup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan
sebagainya®? dalam bahan hukum yang diperlukan terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif)*?, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ii. Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996 Tentang  Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah
iii.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
iv.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011
Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Usaha Pegadaian
2) Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder

“1bid.
43Zainuddin Ali, Op. Cit, him. 47.



adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik
dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan
kegunaan penelitian, kerangka teoretis, dan konseptual, bahkan
menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang
akan dibuat sebagai hasil penelitian*. Dalam penelitian ini, bahan
hukum sekunder yang akan digunakan diantaranya meliputi:
I. Hasil-hasil penelitian seperti skripsi.
ii. Buku-buku mengenai hukum perdata, hukum jaminan, dan
lembaga pembiayaan.
ii. Makalah dan jurnal hukum yang ditulis oleh ahli hukum.
b. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama*.
Data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan oleh penulis
diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan di PT Pegadaian.
6.  Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.
Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan
interpretasi data dan pemahaman hasil analitis*®.Bahan hukum serta data-data
yang diperoleh penulis di lapangan akan diolah dan dianalisis yang akan

dihubungkan secara sistematis dan logis untuk selanjutnya akan ditarik

4Zainuddin Ali, Op. Cit, him. 54.
*1bid, him. 30.
4 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, him. 127.



kesimpulan dengan cara deduktif, yang diharapkan akan menjawab permasalahan

yang ada didalam penelitian ini.
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